
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.236, 2017 KEMENPAN-RB. Tata Naskah Dinas. Pedoman. 

Pencabutan.  
 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian dengan 

organisasi; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5035); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5286); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI. 

 

Pasal 1 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas 

bagi setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 
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Pasal 2 

(1) Pedoman Tata Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan 

tidak termasuk dalam Pedoman Tata Naskah Dinas . 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan peraturan perundang-undangan sendiri. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Tahun 2013 Nomor 181) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Januari 2017 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ASMAN ABNUR 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Februari 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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